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ABSTRAK

MUHAMMAD FAUZIE (18060042): Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Korupsi di Indonesia, Skripsi lImu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang, Dibawah bimbingan Ibuk Dr. Novya Zulfa Riani,
S.E, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis; (1) untuk mengetahui
hubungan demokrasi dengan korupsi di Indonesia, (2) untuk mengetahui hubungan
indeks pembangunan manusia dengan korupsi di Indonesia, (3) Untuk mengetahui
hubungan tata kelola pemerintahan dengan korupsi di Indonesia.

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan
kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder tahunan time series dari
tahun 2009-2023 yang diperoleh dari situs resmi. Penelitian ini menggunakan
model analisis korelasi pearson untuk mengetahui bagaimana hubungan variabel
bebas terhadap variabel terikat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) demokrasi berkolerasi positif dan
signifikan dengan tingkat keeratan hubungan kategori kuat terhadap korupsi di
Indonesia, (2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkorelasi positif dan
signifikan dengan tingkat keeratan hubungan kategori cukup terhadap korupsi di
Indonesia, (3) tata kelola pemerintahan berkorelasi positif dan signifikan dengan
tingkat keeratan hubungan kategori kuat terhadap korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, Indonesia, Demokrasi, Tata kelola pemerintahan.



ABSTRACT

MUHAMMAD FAUZIE (18060042): Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Korupsi di Indonesia, Skripsi llmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang, Dibawah bimbingan Ibuk Dr. Novya Zulfa Riani,
S.E, M.Si

This study aims to identify and analyze: (1) the relationship between democracy
and corruption in Indonesia, (2) the relationship between the human development
index and corruption in Indonesia, and (3) the relationship between governance
and corruption in Indonesia.

This research is descriptive in nature using a quantitative approach. The data used
are annual secondary time-series data from 2009-2023 obtained from official
websites. This study employs the Pearson correlation analysis model to determine
the relationship between the independent variables and the dependent variable.

The results of this study indicate that: (1) democracy has a positive and significant
correlation with a strong level of relationship to corruption in Indonesia; (2) the
Human Development Index (HDI) has a positive and significant correlation with a
moderate level of relationship to corruption in Indonesia; (3) governance has a
positive and significant correlation with a strong level of relationship to corruption
in Indonesia.

Keyword: Corruption, Indonesia, Democracy, Governance.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan suatu tindakan menyimpang yang dapat terjadi
kapanpun dan dimanapun, sepanjang insentif yang dihasilkan cukup besar.
Penyakit korupsi ini bisa terjadi di sektor publik maupun swasta, bahkan di
tingkat masyarakat. Fenomena korupsi merupakan masalah besar yang
dihadapi berbagai negara di dunia. Masalah korupsi tidak hanya dihadapi oleh
negara yang sedang berkembang, namun juga di beberapa negara-negara maju
sekalipun (Hariyani et al., 2016).

Korupsi berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, korupsi
sudah menjadi bagian hidup Kita, praktek korupsi yang terjadi secara terus-
menerus dan tidak mendapatkan sanksi menciptakan toleransi terhadap praktek
korupsi. Korupsi adalah tindakan yang dibenci dan dimusuhi oleh seluruh
rakyat dimanapun. Korupsi dapat menyebabkan rendahnya tingkat investasi,
korupsi disertai dengan birokrsasi yang lambat dan tidak efisien yang
menyebabkan investor menjadi enggan berinvestasi karena proses perizinan
yan tidak jelas, memakan waktu dan memerlukan biaya tambahan (Mauro,
1995). Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi dapat merusak
alokasi sumber daya publik karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk
pembangunan justru disalahgunakan (Farooq et al., 2013). Korupsi juga
menyebabkan  ketimpangan pendapatan dan  kemiskinan,  korupsi
memnyebabkan dana publik dialinkan dari sektor-sektor penting seperti

pendidikan dan kesehatan ke proyek yang lebih rentan terhadap



13

penyalahgunaan, sehingga menggurangi akses masyarakat miskin terhadap
layanan dasar (Gupta et al., 1998).

Di Indonesia praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang,
penyuapan, pemberian uang pelican, pungutan liar, pemberian imbalan atas
dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan
pribadi, oleh masyarakat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan
dianggap sebagai hal yang lazim tejadi. Banyak upaya yang dilakukan untuk
memberantas praktik korupsi, akan tetapi praktik korupsi tetap berlanjut
dengan modus operasi yang semakin canggih dan terorganisir, yang
menyulitkan upaya penanggulangan nya.

Menurut Transparency International Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
Indonesia tahun 2019 adalah 40 dan tahun 2020 sebesar 37. Asumsinya,
semakin besar angka IPK, maka negara tersebut dipersepsikan makin bersih
dari korupsi. Sebaliknya, semaikin kecil angka ipk suatu negara, maka
menunjukkan semakin terjerambab-nya suatu negara dalam kubangan korupsi
(Transparency International, 2020), menurunnya skor Indeks Persepsi Korupsi
(IPK) menurut terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah akan pentingnya
tata kelola pemerintahan yang baik terhadap praktek korupsi yang terjadi, revisi
UU KPK pada tahun 2019 yang melemahkan independensi KPK dinilai sebagai
langkah mundur dalam upaya dalam upaya memperkuat integritas dan
transparansi, hal ini dapat memberikan celah terhadap praktek korupsi.
Pemerintah hanya mementingkan sebagian pihak, seperti kepentingan elit

dalam kerangka investasi ekonomi. Padahal pada saat yang sama, legislasi



14

dapat menjadi aspek penting bagi penguatan pemberantasan korupsi, mulai dari
revisi UU tindak pidana korupsi, dan rancangan UU perampasan aset. Namun,
berbagai regulasi penting itu justru menggantung tanpa pembahasan (Indonesia
Corruption Watch, 2021).

GAMBAR 1. KORUPSI DI INDONESIA TAHUN 2019-2023
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Sumber: Indonesia Corruption Watch

Berdasarkan pada gambar 1 memperlihatkan kasus korupsi di Indonesia
tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, pada tabel tersebut terlihat bahwa
jumlah kasus dan jumlah tersangka meningkat secara terus-menerus dari tahun
2019 sampai 2023, peningkatan praktek korupsi menurut (Indonesia Corruption
Watch, 2021) karena adanya ketimpangan dalam penegakan hukum, dimana
aparat penegak hukum cenderung lebih responsif terhadap laporan dari pejabat
dibandingkan dengan masyarakat, dan juga karena belum maksimalnya
instrumen pemerintah seperti Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-
PK) dalam menekan angka korupsi.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas praktek

korupsi seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), reformasi
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birokrasi dan lain-lain (Indonesia Corruption Watch, 2024), akan tetapi
berdasarkan gambar 1 dapat dilihat terjadi peningkatan secara terus-menerus
dari jumlah kasus dan jumlah tesangka korupsi, maraknya kejahatan korupsi
yang terjadi membutuhkan upaya yang luar biasa guna mencegah dan
memberantasnya.

Mengurangi tindakan korupsi merupakan proses yang panjang, yang
memerlukan upaya terus menerus dari pemerintah dan masyarakat. Negara
yang tidak stabil cenderung mengalami perubahan rezim yang sering. Rezim
tersebut cenderung menyalahgunakan politik yang relatif singkat untuk
kekuasaan mereka dalam mendapatkan keuntungan pribadi mereka melalui
korupsi (Churchill et al., 2013).

Demokrasi adalah salah satu bentuk pengawasan rakyat terhadap
pemerintahan, salah satu penyebab korupsi terbesar adalah pemerintahan yang
otoriter, pemerintahan otoriter merasa berkuasa dan tidak ada pengawasan
sehingga menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kelompok
atau keluarganya dan inilah hal utama dari korupsi. Demokrasi menuntut
adanya kedaulatan rakyat, setiap orang memiliki hak untuk menyuarakan
kepentinganya dan kontrol terhadap pemerintah, dengan kata lain demokrasi
menuntut adanya transparansi dan partisipasi masyarakat mengenai apa yang
dilakukan oleh pemerintah (Djayadi, 2013).

Demokrasi merupakan sistem pemeritahan yang mampu meminimalkan
praktek korupsi karena demokrasi memiliki prinsip akuntabilitas, transparansi

dan partisipasi publik. Namun, dalam kenyataannya demokrasi tidak secara
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otomatis menjamin terbebasnya suatu negara dari praktek korupsi. Banyak
negara demokratis yang justru memiliki tingkat demokrasi yang tinggi karena
demokrasi yang dijalankan masih bersifat struktural tanpa substansi.
Demokrasi yang bebas dari korupsi terwujud apabila prinsip-prinsip demokrasi
dijalankan secara konsisten dan substansial. Menurut (Transparency
International, 2020) intensitas kejahatan korupsi di suatu negara mencerminkan
kualitas demokratisasi di suatu negara, apabila demokrasi di suatu negara
berkembang ke arah semakin sempurna, maka negara tersebut relative bersih
dari korupsi.

Selain itu, peningkatan pembangunan manusia dan pada suatu negara tidak
dapat dipisahkan dengan upaya pemberantasan korupsi negara tersebut
(Retnowati & Utami, 2014). Negara bertanggung jawab dalam meningkatkan
taraf hidup, pendidikan dan kesejahteraan warga negaranya. Dengan tingkat
pendidikan yang tinggi, akan lebih dapat meningkatkan proses pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan secara umum oleh masyarakat. Tingkat
pendidikan yang tinggi akan dapat meningkatkan sikap kritis terhadap perilaku
menyimpang aparatur pemerintah. Tingkat kesejahteraan masyarakat umum
yang tinggi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya mengurangi dorongan untuk
melakukan perbuatan menyimpang seperti halnya korupsi (Rajasa, 2014).

Sistem penyelenggaraan negara yang terbebas dari korupsi ditandai dengan
tercapainya pemerintahan yang baik (KNKG, 2010). Pemerintahan yang baik
ditandai dengan politik yang stabil (Nations, 2000). Stabilitas politik

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemerintahan. Dalam situasi
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politik yang stabil pemerintah dapat berfungsi secara efektif tanpa gangguan
atau konflik yang dapat menggangu proses pengambilan keputusan, pemerintah
dapat merumuskan dan mengesahkan undang-undang yang lebih ketat terhadap
praktek korupsi, pemerintah dapat fokus pada pengembangan kebijakan yang
dirancang untuk memperkuat kerangka hukum, menegakkan sanksi yang lebih
berat, dan meingkatkan sistem peradilan untuk melawan praktek korupsi
(TUREDI & Altiner, 2016). (Gary S. Becker, 1968) menjelaskan bahwa
kemungkinan atau probabilitas seseorang untuk ditangkap dan beratnya
hukuman yang dijatuhkan mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan
korupsi.

Kurangnya pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia. Meskipun telah dilakukan
berbagai upaya untuk menekan tingkat korupsi, seperti pembentukan UU
khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan pembentukan lembaga Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), namun upaya tersebut belum sepenuhnya
efektif, dilihat dari jumlah korupsi yang terjadi di Indonesia setiap tahunya
mengalami peningkatan, hal ini terjadi karena belum dipahaminya secara
menyeluruh faktor-faktor yang mendasari terjadinya korupsi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka diperlukan kajian lebih lanjut
mengenai pengaruh demokrasi, Indeks pembangunan manusia, tata kelola
pemerintahan terhadap korupsi di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik
untuk  melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang

Mempengaruhi Korupsi di Indonesia”.
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. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, masalah yang akan diteliti

selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu:

1.

2.

Bagaimana hubungan demokrasi dengan korupsi di Indonesia?
Bagaimana hubungan indeks pembangunan manusia dengan korupsi di
Indonesia?

Bagaimana hubungan tata kelola pemerintahan dengan korupsi di

Indonesia?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan

penelitian ini adalah untuk menganalisis:

1.

2.

Untuk mengetahui hubungan demokrasi dengan korupsi di Indonesia?
Untuk mengetahui hubungan indeks pembangunan manusia dengan
korupsi di Indonesia?

Untuk mengetahui hubungan tata kelola pemerintahan dengan korupsi di

Indonesia?

. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat memberikan masukan serta informasi

yang berguna bagi berbagai belah pihak, diantaranya:

1.

Bagi penulis, tulisan ini sebagai salah satu untuk memenuhi gelar Sarjana
Ekonomi (S1) pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Negeri Padang serta untuk menambah wawasan penulis

dalam pembuatan karya ilmiah.
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Bagi masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat menjadi bahan untuk
menambah informasi.
Bagi mahasiswa diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan

acuan atau bahan pembanding untuk penelitian sejenis



74

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap hasil dari penelitian
antara variabel bebas dan variabel terikat, seperti yang dijelaskan diatas dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis korelasi di Indonesia antara demokrasi dengan korupsi
adalah dengan nilai korelasi (0,631) dan nilai signifikansi sebesar (0,011)
yang artinya korelasi antara variabel demokrasi dengan korupsi adalah
positif dan signifikan dengan tingkat keeratan hubungan kategori kuat. Ini
memberikan pengertian bahwa variabel demokrasi memiliki hubungan
yang kuat terhadap korupsi di Indonesia.

2. Dari hasil analisis korelasi di Indonesia antara indeks pembangunan
manusia dengan korupsi adalah dengan nilai korelasi (0,521) dan nilai
signifikansi sebesar (0,046) yang artinya korelasi antara variabel indeks
pembangunan manusia dengan korupsi adalah positif dan signifikan
dengan tingkat keeratan hubungan kategori cukup. Ini memberikan
pengertian bahwa variabel d indeks pembangunan manusia memiliki
hubungan yang cukup terhadap korupsi di Indonesia.

3. Dari hasil analisis korelasi di Indonesia antara tata kelola pemerintahan
dengan korupsi adalah dengan nilai korelasi (0,713) dan nilai signifikansi
sebesar (0,002) yang artinya korelasi antara variabel indeks pembangunan
manusia dengan korupsi adalah positif dan signifikan dengan tingkat

keeratan hubungan kategori kuat. Ini memberikan pengertian bahwa
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variabel tata kelola pemerintahan memiliki hubungan yang kuat terhadap
korupsi di Indonesia.

B. Saran
Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan mengenai pengaruh demokrasi,

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tata kelola pemerintahan di Indonesia

yang telah dijabarkan, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai

berikut:

1. Dengan adanya variabel bebas yang signifikan terhadap korupsi di
Indonesia. Maka hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi
otoritas pembuat kebijakan dalam menetapkan kebijakan guna
memberantas atau mengurangi praktek korupsi yang terjadi di Indonesia.
Disarankan kepada pemerintah Indonesia agar tetap meningkatkan tata
kelola pemerintahan. Pemerintah perlu memastikan stabilitas politik di
Indonesia, dimana stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi
penegakan hukum dan penegakan hukum merupakan prasyarat untuk
mengendalikan korupsi. Pemerintahan yang stabil memungkinkan
berlangsungnya reformasi kelembagaan secara berkelanjutan, penegakan
hukum vyang konsisten dan koordinasi yang efektif yang dapat
menggurangi ataupun memberantas praktek korupsi.

2. Disarankan kepada pemerintah Indonesia agar tetap meningkatkan
demokrasi, karena intensitas kejahatan korupsi suatu negara mencerminkan

kualitas demokratisasi di suatu negara. Bila demokrasi di suatu negara
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berkembang ke arah semakin sempurna, maka hampir dipastikan bahwa
negara tersebut relatif bersih dari korupsi.

Pemerintah dan pemangku kebijakan disarankan untuk terus meningkatkan
indeks pembangunan manusia, terutama di aspek pendidikan, kesehatan,
dan standar hidup, karena peningkatan IPM berkontribusi pada
pengurangan tingkat korupsi. Selain itu peningkatan IPM dapat membuat
Masyarakat turut aktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan
pembangunan manusia dan tata kelola pemerintahan guna menciptakan
transparansi dan akuntabilitas demi menekan praktek korupsi.

Bagi Penulis selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan faktor-
faktor yang menjadi faktor utama dalam mempengaruhi korupsi di

Indonesia.
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